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Kepada

Yth. Kepala Dinas BPM dan PTSP

Kabupaten Gresik

Di

GRESIK

PeraturaIr

Bahwa telah selesainya proses pembentukan Peraturan Daerah

Kabupaten Gresik tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Penzinan

Tertentu, bersama ini disampaikan dengan hormat Peraturan Daerah

tersebut yang telah dilakukan pengundangan.

Demikian disampaikan terima kasih.
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BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 1I TAHUN2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 5 TAHUN 2O11 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT RUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI GRESIK,

bahwa dengal diundangkannya Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2Ol7 tentang

Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27

Tahun 20O9 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan

Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 27 Tahun 2O09 tentang Pedoman Penetapan Izin

Gangguan Di Daerah, meniadakan'Izin Ganggu an lHo"
sebagai salah satu bentuk izin;

bahwa dengan ditiadakannya lzin Gangguan/ HO"

sebagai salah satu bentuk izrn maka daerah tidak

mempunyai kewenangan memberikan pelayanan

perizinan izin gangguan;

bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah,

pada Lampiran pembagian urusan Pemerintahan

Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah

Frovinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota, huruf Y urusaa

bidang kelautan dan perikanan, sebagian kewenangan

Pemerintah Kabupaten beralih ke Pemerintah Daerah

Provinsi;

c.

b.



d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun

2Ol1 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan

Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 293O) sebagaimana

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya

dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2OO4 tentang

Perikanan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO4 Nomor 118, Tambahal kmbaran Negara

Nomor 44331 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2OO9 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004

tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O09 Nomor 154, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Ta:nbahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (trmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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6.

7.

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O17 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan l,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentar^g

Peraturan Pelaksanaal Undang-Undang Nomor 12

Tahun 201I tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan. (Iembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O14 Nomor 199);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik

Indonesia Nomor : Per.3O/MENlzOl2 tentang Usaha

Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan

Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 81) sebagaimana telah

diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Nomor : Per.57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Republik Indonesia Nomor : Per.3O/MENl2ol2 terrtang

Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan

Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 782);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

lO. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik

Indonesia Nomor : 49/PERMEN-I<Pl2OL4 tentang Usaha

Pembudidayaan Ikan. (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 1619);

11. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik

Indonesia Nomor : 15/PERMEN-KP|2OL6 tentang Kapal

Pengangkut Ikan Hidup (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O16 Nomor 544);

12. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik

Indonesia Nomor : 7 | /Pennen-l<P 12016 tentalg Jalur

Penangkapan Ikan Dan Penempatan AIat Penangkapan

Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanal Negara Republik

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2O16 Nomor 2154);
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Menetapkan :

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2O17

tentang Pencabutan Peratura-n Menteri Dalam Negeri

Nomor 27 Taht:r. 20O9 tentang Pedoman Penetapan Izin

Gangguan Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 27 Tahun 2OO9 tentang Pedoman

Penetapan Izin Gangguan Di Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 481);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun

2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah

Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

Tahun 2O16 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKII,AN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GRESIK

dan

BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KAE}UPATEN GRESIK NOMOR 5

TAHUN 2011 TENTANG RBTRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Gresik Nomor 5 Tahun 2O11 tentang Retribusi Peitzinan

Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011

Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 14 Pasal I dihapus, sehingga Pasal 1

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

l Daerah adalah Kabupaten Gresik.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Gresik.
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4.

Bupati adalah Bupati Gresik.

Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Gresik.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal

yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan

usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang

meliputi perseroarr terbatas, perseroan komanditer,

perseroan lainnya, badan usaha milik negara

(BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD)

dengan nama dal dalam bentuk apa pun, firma,

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,

perkumpulan, yayasan, organisasi massa,

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,

lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk

kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa

usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang,

fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat

dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu

Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin

kepada orang pribadi atau Badan yang

dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,

pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,

pemanfaatan ruang, serta penggunaar sumber daya

alam, barang, prasarzrna, sarzrna atau fasilitas

tertentu guna melindungi kepentingan umum dan

menj aga kelestarian lingkungan.

Trayek adatah lintasan kendaraan umum untuk

pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus

yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap,

lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak

terjadwal.

Angkutan Khusus adalah angkutan yang

mempunyai asal dan atau tujuan tetap, yang

melayani antar jemput penumpang umum, antar

jemput karyawal permukiman dan simpul yang

berbeda.

5.
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10. Izin insindentil adalah izin yang diberikan kepada

perusahaan angkutan yang memiliki trayek, untuk

menggunakan kendaraan bermotor cadangannya

menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.

11. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor

angkutan orang yang memiliki tempat duduk

maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk

pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari

3.500 kg.

12. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan

orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8

(delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau

yang beratnya lebih dari 3.5OO kg.

13. Angkutan pedesaan adalah angkutan dari satu

tempat ke tempat yang lain dalam satu daerah

Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota

yang berada pada wilayah ibukota kabupaten,

dengan mempergunakan mobil bus umum atau

mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.

14. Dihapus

15. Dihapus

16. Dihapus

17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan

yang menurut Peraturan Perundang-undangan

retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran

retribusi, termasuk pemungut atau pemotong

retribusi tertentu.

18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu

yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi

untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu

dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya

disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau

penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan

cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran

yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
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2.

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya

disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi

yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi

yang terutang.

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang

selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat

ketetapan retribusi yang menentukan jumlah

kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah

kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang

terutang atau seharusnya tidak terutang.

22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya

disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan

tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif

berupa bunga dan/ atau denda.

23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan

menghimpun dan mengolah data, keterangan,

dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif

dan profesional berdasarkan suatu standar

pemeriksaal untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan daerah dan retribusi

dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka

melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-

undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.

24. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan

yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan

daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan

tersangkanya.

Ketentuan huruf c dan huruf d Pasal 2 dihapus,

sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang diatur dalam

Peraturan Daerah ini adalah :

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

b. Dihapus;



c. Retribusi Izin Trayek; dan

d. Dihapus.

3. Ketentuan BAB w Dihapus.

4. Ketentuan Lampiran II Strulrhrr dan Besarnya

Retribusi Izin Gangguan Dihapus.

5. Ketentuan BAB VI Dihapus.

6. Ketentuan l,ampiran tV Struktur Dan Besarnya

Retribusi Ijin Usaha Perikanan Dihapus.

Tarif

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tansgal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam kmbaran Daerah Kabupaten

Gresik.

Ditetapkan di Gresik

pada tanggal

Dr. Ir.

Diundangkan di Gresik

pada tanggal

PJ. SEKRETARIS DAERAH

IANTO, S.T., M.Si

Drs. NADLIF. M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19610926 198603 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIKTAHUN 2018 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 386-11/2018



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 5 TAHUN 2O11 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I, PENJELASAN UMUM

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 19 Tahun 2Ol7 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 27 Tahun 2OO9 tentang Pedoman Penetapan Izin

Gangguan Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 20O9 tentang Pedoman

Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, maka Perda 5 Tahun 2011 tentang

Retribusi Perizinan Tertentu yang terkait dengan Retribusi lzirr

Gangguan, sebagaimana diatur dalam Bab IV Retribusi Izin Gangguan

mulai Pasal 12 sampai dengan Pasal 20, berikut Lampiran II, sudah

tidak memiliki dasar hukum lagi, dalam artian ketentuan mengenai

layanan perizinan izin gangguan yang menjadi objek retribusi daerah

sebagaimana diatur dalam Pasal 141 dan Pasal 144 Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah

dihapus berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19

Tahun 2017 tersebut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN

NOMOR 11

DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018


